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Cakupan Pelaporan EITI Tahun 2009

Informasi aliran penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor
pertambangan terdiri dari :

* Pajak Penghasilan Badan (PPh)

* Royalti

* Pendapatan Hasil Tambang

* |uran Tetap

* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

* Dividen

Jumlah perusahaan:

(dengan materialitas pembayaran royalti USD 500.000 di tahun 2009)
e 17 perusahaan mineral

* 54 perusahaan batubara

Entitas pemerintah yang melapor dalam Laporan Pertama ini:
e Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
* Direktorat Jenderal Pajak

* Direktorat Jenderal Anggaran
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Hasil Rekonsiliasi - Batubara

Aliran
Penerimaan Perusanaan
PPh 11,543,552,072
PBB 65,331,968
Royalti 9,756,938,672
PHT 2,242,048,848
luran Tetap 24,633,024
Dividen 655,862,688
TOTAL 24,288,367,272

Pemerintah

13,458,533,816
27,983,176
9,973,523,872
2,583,173,112
23,643,152
655,862,688
26,722,719,712

(dalam ribuan IDR)

Perbedaan

(2,838,588,064)
29,941,600
(216,585,200)
(341,124,264)
989,456

(3,365,366,368)

*Perbedaan untuk PPh dan PBB tidak termasuk perbedaan yang timbul akibat belum
diberikannya informasi dari DJP karena DJP belum menerima lembar otorisasi pajak dari
perusahaan atau otorisasi yang diberikan masih dianggap belum tepat
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Hasil Rekonsiliasi - Mineral

Aliran

Penerimaan Perusahaan
PPh 12,720,934,200
PBB 209,277,224
Royalti 2,054,104,312
luran Tetap 16,747,432
Dividen 3,005,543,632
TOTAL 18,006,606,800

(dalam ribuan IDR)

Perbedaan

Pemerintah

12,126,399,584 498,611,048
34,926,424 168,833,184
202,747,282,400 26,631,592
25,549,576 (8,802,144)
2,879,448,520 126,095,112
17,093,796,928 811,368,792

*Perbedaan untuk PPh dan PBB tidak termasuk perbedaan yang timbul akibat belum
diberikannya informasi dari DJP karena DJP belum menerima lembar otorisasi pajak dari
perusahaan atau otorisasi yang diberikan masih dianggap belum tepat
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Kontribusi Perusahaan dalam Setiap Aliran Penerimaan

Batubara — Pajak Penghasilan Badan (PPh)
Total pembayaran PPh : IDR 11.543.552.096.544 (dari 53 perusahaan)

m PT KALTIM PRIMA COAL

B PT ADARO INDONESIA

m PT BUKIT ASAM (Persero) Tbk
® PT TRUBAINDO COAL MINING
H PT INDOMINCO MANDIRI

m PT BERAU COAL

m PT GUNUNG BAYAN PRATAMA

COAL
® Lainnya

*sesuai data yang dilaporkan perusahaan
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Kontribusi Perusahaan dalam Setiap Aliran Penerimaan

Batubara — Royalti
Total pembayaran royalti: IDR 9.756.938.636.120 (dari 53 perusahaan)

B PT KALTIM PRIMA COAL

® PT ADARO INDONESIA

® PT INDOMINCO MANDIRI

M PT KIDECO JAYA AGUNG

® PT TRUBAINDO COAL MINING
W PT BERAU COAL

= PT ARUTMIN INDONESIA

m Lainnya

*sesuai data yang dilaporkan perusahaan
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Kontribusi Perusahaan dalam Setiap Aliran Penerimaan

Mineral — Pajak Penghasilan Badan (PPh)
Total pembayaran PPh: IDR 12.720.934.222.672 (dari 15 perusahaan)

B PT FREEPORT INDONESIA

3.3% 1.8%

B PT NEWMONT NUSA TENGGARA

W PT NUSA HALMAHERA MINERALS

m PT INCO

m PT TIMAH (Persero) Tbk

M Lainnya

*sesuai data yang dilaporkan perusahaan
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Kontribusi Perusahaan dalam Setiap Aliran Penerimaan

Mineral — Royalti
Total pembayaran royalti: IDR 2.054.104.324.480 (dari 15 perusahaan)

B PT FREEPORT INDONESIA

® PT TIMAH (Persero) Tbk

m PT NEWMONT NUSA TENGGARA
m PT ANEKA TAMBANG (Persero)

Tbk

® PT INCO

¥ Lainnya

*sesuai data yang dilaporkan perusahaan
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Perbaikan untuk Pelaporan Kedua

Dari pelaporan ini, dapat disimpulkan beberapa perbaikan yang dapat
dilakukan dalam pelaporan selanjutnya:

* Detail pada template pelaporan (akan dijelaskan pada sesi berikutnya)
* Pemahaman mengenai basis data dalam pelaporan ini
* Penggunaan mata uang yang sebenarnya dalam laporan

* Penyerahan surat otorisasi pajak, berikut dengan NPWP dan NOP yang
lengkap dan benar



